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KASUS POSISI :





Dalam Rangka Memperingati HUT Bayangkara tahun 1989, di Kabupaten Bau-Bau, diadakan Pertandingan Bola Volly antar instansi yang diikuti oleh Klub-klub Bola Volley.  Diantaranya dilangsungkan pertandingan antara Klub Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Klub Volly Pesut di lapangan Kodim Buton Kabupaten Bau-Bau. 





Masing-masing Klub menurunkan pemain intinya, sedangkan pemain-pemain cadangan yang belum diturunkan pada pertandingan itu, turut membantu memperlancar jalannya pertandingan dengan menjadi hakim garis.





Pemain cadangan dari Klub Lembaga Pemasyarakatan yang ditugaskan menjadi hakim garis, saat itu adalah Burhanuddin, sedangkan dari Klub Pesut adalah Manaf.





Pertandingan antara dua Klub Volly itu berjalan tidak seimbang.  Angka demi angka bertambah untuk Klub Pesut, mengalahkan Klub Lembaga Pemasyarakatan, karena kerja sama dan skill yang baik dimiliki oleh klub oleh Klub Pesut, umpan-umpan akurat diubah menjadi smesh-smesh yang menambah angka.





Tetapi ketika angka mencapai 6 - 1 untuk Pesut di babak pertama, kericuhan timbul mewarnai pertandingan sore itu.  Berawal dari smesh Udin dari Klub Pesut dinyatakan keluar oleh Lensman Lembaga Pemasyarakatan, Burhanuddin, karena putusan itu dianggap merugikan pihak Pesut, maka terjadilah pertengkaran membela Klub masing-masing.  Lensmen Pesut, Manaf yang berpendapat smesh Udin masuk, bertengkar mulut dengan Natsir dan Yacobus dari Lembaga Pemasyarakatan yang berpendapat sebaliknya.





Udin yang melakukan smesh, merasa keputusan Lensmen  Lembaga Pemasyarakatan merugikan dirinya.  Udin pun naik pitam.  Ia yang awalnya berada di daerah permainan Pesut menyeberang ke daerah Burhanuddin yang sebagai Lensmen Pesut berada di luar lapangan permainan.  Udin memukul mulut Burhanuddin.  Tidak puas “Menangani” Burhanuddin, Udin menendang Ramdin yang sejak semula tidak bergeming dari daerah permainan Lembaga Pemasyarakatan.  Tendangan Udin itu mengenai tangan kiri Ramdin di sebelah bawah.  Tangan Udin pun luka karena memukul Burhanuddin.





Untuk mencegah “Korban” kalapnya Udin lebih banyak lagi, Hadrawi, anggota Kepolisian yang menyaksikan pertandingan itu memeluk Udin berusaha untuk menenangkannya.  Tetapi Udin meronta-ronta mencoba melepaskan diri hingga jam-tangan yang dikenakan Hadrawi lepas.  Melihat itu, Asdar teman Hadrawi membantu mengamankan Udin yang kemudian dibawa ke rumah seorang Purnawirawan Kodim.  Udin memang dikenal sangat emosional, dia pula yang menjadi biang keributan pada pertandingan serupa melawan Klub Pekerjaan Umum dan Klub Ipeda.





Akibat perlakuan kasar Udin, bibir Burhanuddin bengkak, gigi seri pertama dan kedua rahang atas goyang 2 derajat, sedangkan Ramdin yang ditendang Udin mengalami patah tulang pengumpil selebar 5 cm, dan persendian pergelangan tangan yang tidak dapat sembuh dengan sempurna.  Berbeda dengan Burhanuddin yang tetap dapat bekerja seperti biasanya, Ramdin ternyata kidal sehingga tidak dapat menjalankan tugas seperti sedia kala.





Meskipun pertandingan dapat dilakukan setelah kericuhan dapat diatasi, Udin tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya pada Burhanuddin dan Ramdin.





Udin diusut dan diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau sebagai Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan Tindakan Penganiayaan yaitu :





Dakwaan I. Primair:


Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.


Dakwaan II. Subsidair:


Pasal 351 ayat (I) KUHPidana.


Dakwaan II:


Pasal 352 ayat (1) KUHPidana.





Requisitoir Jaksa Penuntut Umum :


Terdakwa Udin, oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana:





Dakwaan I 	: Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang luka, ex pasal 351(1) KUHPidana (dakwaan ke 1 Primair).


Dakwaan ke II	: Penganiayaan ringan, ex pasal 352(1) KUHPidana.


Menuntut agar Terdakwa dihukum penjara selama 4 bulan.








PENGADILAN NEGERI :


- 	Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :


- 	Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Dakwaan Primair) pasal 351 ayat (1) KUHP.


- 	Adapun unsur Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah :


	1. Penganiayaan.


	2. Mengakibatkan luka berat.





Undang-undang tidak menyebutkan unsur atau pengertian dari penganiayaan, yang hanya disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi, Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang.





Pelaku penganiayaan harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan-perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau untuk merugikan kesehatan orang lain, misalnya dengan cara memukul, menendang, menembak kaki atau tangan, menusuk, menempeleng tersebut.





Pasal 90 KUHP menyebutkan keadaan yang dikategorikan dengan luka berat:





a. 	Penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa.


b. 	Ketidak-cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus.


c. 	Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indera.


d. 	Lumpuh.


e. 	Terganggunya akal sehat selama lebih dari 4 Minggu.


f. 	Keguguran atau matinya janin bagi seorang perempuan.





Pertimbangan-pertimbangan berikut akan meneliti apakah perbuatan Udin memenuhi unsur-unsur itu :





Ketika terjadi keributan di lapangan Kodim Bau-Bau, Udinlah yang diamankan oleh petugas karena hanya Udin yang naik pitam, memasuki daerah permainan Lembaga Pemasyarakatan dan menendang tangan kiri Ramdin hingga tulang lengan kiri tangannya patah, akibat ketidakpuasan Udin pada keputusan Linesman yang menyatakan smesh Udin keluar.  Seorang petugas saja tidak mampu mengamankan Udin yang meronta-ronta sangat emosional, sehingga petugas yang lain mengambil alih mengamankan Udin.  Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Udin memenuhi unsur penganiayaan.





Mengenai unsur luka berat; Hakim Pertama berpendapat sebagai berikut :





Hasil visum Et Repertum menyatakan bahwa tangan kiri Ramdin mengalami cedera berat, yakni pada tulang pengumpil selebar 5 cm dan persendian pergelangan tangan yang disebabkan karena tendangan Udin, patah tulang yang diderita Ramdin tersebut menurut pemeriksaan medis tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna seperti sediakala sehingga Hakim Pertama berkesimpulan bahwa unsur luka berat inipun telah terpenuhi.





Oleh karena Dakwaan 1 Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.  


Selanjutnya, akan diteliti Dakwaan II dengan menganggap bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan I Primair berlaku dalam pertimbangan Dakwaan II yang berkisar pada dan sekitar kejahatan Penganiayaan ringan dalam pasal 352 (1) KUHP.





Pada pertandingan itu Udin yang juga memukul Burhanuddin mengenai mulut menyebabkan bibir Burhanuddin bengkak, gigi seri pertama dan kedua rahang atas goyang 2 derajat, meskipun hal ini tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.  Dengan perbuatan tersebut, maka Dakwaan II terbukti secara sah dan meyakinkan.





Perbuatan Udin terhadap Ramdin dan Burhanuddin sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan (melindungi) Manaf, sehingga perbuatan demikian tidaklah dipidana, sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 KUHP.  Dengan memperhatikan azas Subsidiaritas dan Proporsionalitas, pembelaan Udin demikian haruslah ditolak, karena tindakan terhadap Ramdin dan Burhanuddin, tidaklah seimbang jika dibandingkan dengan perbuatan Natsir dan Yacobus yang oleh Udin dikatakan akan memukul Manaf tidaklah seimbang, Manaf dapat bertindak sebagai Linesman lagi.  Dan jika berniat melindungi Manaf, mengapa perbuatan Udin dilakukan pada Ramdin dan Burhanuddin yang pada saat itu tetap diam ditempatnya; bukan kepada Natsir dan Yacobus.





Akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut :


Mengadili :


- 	Menyatakan Terdakwa, Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :


1. 	Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan 


2. 	Penganiayaan ringan.





Menghukum Udin dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan;





PENGADILAN TINGGI :





Udin menolak putusan Hakim Pertama dan mengajukan pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.





Hakim Banding setelah pemeriksaan perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa Pengdilan Tinggi dapat membenarkan putusan pengadilan Negeri Bau-Bau oleh karena itu diambil alih kemudian disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan putusannya sendiri.  Selanjutnay, putusan Hakim Pertama dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.





MAHKAMAH AGUNG RI :





Terdakwa, Udin, menolak putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut dan mohon pemeriksaan Kasasi dengan alasan sebagai berikut :





1. Putusan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan tidak disertai dengan alasan dan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd).  Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanpa memberikan rincian secara yuridis sebagai syarat untuk hukumnya Terdakwa, dan tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa maupun saksi.





2. Judex Facti telah keliru memenangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.  Pada surat dakwaan ke-I Primair, tertulis pasal ancaman, pasal 351 ayat (2) KUHP; Sedangkan pada putusan judex facti pada halaman 2, tertulis pasal 351 ayat (1) KUHP.  Kemudian pada dakwaan kedua pada surat dalwaan, tertulis pasal 352 ayat (1) KUHP.  Pengadilan Tinggi tidak mencantumkan pasal tersebut.





3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dimuat secara lengkap cermat dan jelas sebagaimana ketentuan pasal 143 (2) sub. b. KUHP.  Surat Dakwaan hanya mencantumkan unsur pasal dakwaan, tetapi tidak menguraikan tindakan Terdakwa. Sehingga surat dakwaan dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang obscur libel.





Terlepas dari alasan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.  Sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.





Pendirian Mahkamah Agung ini didasari oleh alasan Juridis yang intisarinya sebagai berikut sebagai berikut :





Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus ini telah disusun secara kumulatif yaitu :





- Dakwaan ke I :


Primair : Penganiayaan berat, ex pasal 351 (2) KUHPidana.


Subsidair : Penganiayaan ex pasal 351 (1) KUHPidana.


- 	Dakwaan ke II : Penganiayaan Ringan ex pasal 352 (1) KUHPidana.  Surat dakwaan yang tersusun demikian ini, adalah tidak tepat, karena perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang sama (Terdakwa) dan terhadap orang yang sama (saksi korban), serta pada waktu dan ditempat yang sama.


	Perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan ke I sudah meliputi perbuatan yang dimaksudkan dalam dakwaan ke II.





Adalah lebih tepat jika Surat Dakwaan tersebut disusun secara Subsidair atau alternatif, yaitu :


- 	Primair, ex pasal 351 ayat 2 K.U.H.P.


- 	Subsidair, ex pasal 351 ayat 1 K.U.H.P.


- 	Lebih Subsidair, ex pasal 352 ayat 1 K.U.H.P.


Sehingga dengan susunan dakwaan yang demikian ini, Terdakwa tidak dirugikan.





Mahkamah Agung menilai bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun sebagaimana dalam Kasus ini, adalah merupakan Surat Dakwaan yang disusun tidak memenuhi syarat-syarat penyusunan Surat Dakwaan yang benar sebagaimana yang diatur dan dimaksudkan ex pasal 143 ayat 2, K.U.H.A.P.


Karena itu, Dakwaan ke II, oleh Majelis Hakim Agung dinyatakan batal demi hukum.  Sedangkan mengenai Dakwaan ke I dinyatakan sah.





Berdasar atas alasan Juridis ini, maka Mahkamah Agung memberikan putusan :


-	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Kendari serta putusan Pengadilan Negeri di Bau-Bau, khususnya terhadap Dakwaan ke II.


- 	Menyatakan batal demi hukum Dakwaan ke II.





CATATAN :





Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :





Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :


Dakwaan ke I :


- Primair, ex pasal 351 (2) KUHPidana.


- Subsidair, ex pasal 351 ayat (1) KUHPidana.


Dakwaan ke II : ex pasal 352 (1) KUHPidana.


Baik Dakwaan ke I maupun Dakwaan ke II dilakukan oleh pelaku yang sama (Saksi Korban) serta perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan ditempat yang sama pula.  Surat Dakwaan yang disusun demikian itu dlah tidak tepat; karena perbuatan pidana yang didakwakan dalam Dakwaan ke I sudah meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan di dalam Dakwaan ke II.


Akibat Juridis dari penyusunan Surat Dakwaan yang tidak benar ini, maka Surat Dakwaan ke II tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat penyusunan Surat Dakwaan yang benar sebagaimana yang diatur dan dimaksudkan ex pasal 143 ayat 2 K.U.H.A.P serta praktek peradilan berlakku selama ini.





Demikian catatan kasus ini. 





(Ali Boediarto)





Pengadilan Negeri di Bau-Bau :


	Nomor : 89/Pid/B/1990/PN.BB, tanggal 29 Januari 1990.
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	Nomor : 27/Pid/B/1990/PT.SULTRA, tanggal 4 Juli 1990.
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